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ANGGARAN RUMAH TANGGA 

LSM LAMBA-RI

BAB I

PASAL 


LSM LAMBA-RI Sesuai Dengan Fungsinya Sebagai Organisasi Masyarakat Dapat Menjadi Induk Organisasi Dan Profesi Bagi Yang Memiliki Visi, Misi Dan Persepsi Yang Sama Serta Menyetujui Tujuan Organisasi.

BAB II

KEANGGOTAAN

PASAL 2
PERSYARATAN ANGGOTA

Syarat-Syarat Untuk Menjadi Anggota LSM LAMBA-RI :

1. Berusia Sekurang Kurangnya 17 Tahun Atau Sudah Menikah.

2. Warga Negara Indonesia.

3. Berkelakuan Baik.

4. Setuju Kepada Maksud Organisasi.

5. Taat Kepada Konstitusi Organisasi Dan Negara.

6. Mengisi Formulir.

7. Kesediaan Berpartisipasi Pada Kegiatan Dan Usaha Organisasi.

8. Tidak Menjadi Organisasi Lain Yang Sejenis.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Hak Anggota LSM LAMBA-RI :

1. Memperoleh Perlakuan Yang Sama.

2. Menyampaikan Pendapat Secara Lisan Dan Tulisan.

3. Menghargai Rapat Sesuai Tingkat Konstitusi Organisasi.

4. Mempunyai Hak Suara Dan Memilih Dan Di Pilih.

5. Mempunyai Hak Membela Diri Apabila Dikenai Sangsi.

Kewajiban Anggota LSM LAMBA-RI :

1. Mentaati Konstitusi Organisasi.

2. Melaksanakan Misi Organisasi.

3. Menjaga Dan Membela Kehormatan Organisasi.

4. Menjalankan Tugas Organisasi.

5. Menghormati Dan Menjunjung Tinggi Hasil Keputusan Musyawarah Organisasi.

PASAL 4 

KARTU ANGGOTA


Kartu Anggota LSM LAMBA-RI Dibuat Oleh Dewan Pimpinan Pusat LSM LAMBA-RI Dan Ditanda Tangani Oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jendral.

PASAL 5

GUGURNYA KEANGGOTAAN


Gugurnya Keanggotaan LSM LAMBA-RI Disebabkan Oleh Hal-Hal Sebagai Berikut :

1. Meninggal Dunia.

2. Atas Permintaan Sendiri.

3. Diberhentikan Tidak Hormat Dikarenakan Melanggar Aturan Dalam Organisasi.

BAB III

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

DAN

MUSYAWARAH KERJA DAERAH

PASAL 63

PESERTA MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

A. Peserta Musyawarah Kerja Nasional :

1. Dewan Pimpinan Pusat.

2. Dewan Pimpinan Propinsi.

3. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Madya.

4. Dewan Penasehat Pusat

5. Undangan Dari Dewan Pimpinan Pusat 

(Jumlah Dari Utusan Dan Status Peserta Di Tinjau Dari Masing-Masing Tingkatan LSM LAMBA-RI Ditentukan Dan Di Atur Dalam Ketentuan Sendiri).

B. Musyawarah Kerja Nasional Diselenggarakan Dan Di Pimpin Oleh Dewan Pimpinan Pusat.

PASAL 7

PESERTA MUSYAWARAH DAERAH

A.
Peserta Musyawarah Kerja Daerah Tingkat Propinsi Dan Kabupaten/Kota Madya Terdiri Dari :

1. Dewan Pimpinan Propinsi Atau Kabupaten/Kota Madya

2. DewanPimpinanKotaMadya/Kecamatan.

3. Dewan Pertimbangan (Penasihat) Propinsi AtauKabupaten/Kota Madya

4. Anggota Organisasi Di Lembaga-Lembaga Daerah TingkatPropinsi Atau Kabupaten/Kota Madya.

6. Undangan Dari Dewan Pimpinan Atau Kabupaten/KotaMadya.

(Jumlah Dari Utusan Serta Status Peserta Dan Peninjau

Masing-Masing Tingkatan LSM LAMBA-RI Di Tentukan DanDiatur Dalam Ketentuan Tersendiri).

B. Musyawarah Kerja Daerah Diselenggarakan Dan Dipimpin Oleh Dewan Pimpinan Propinsi Atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Madya.

BAB IV

KONGRES LUAR BIASA

PASAL 8

KETENTUAN KONGRES LUAR BIASA
Ketentuan Kongres Luar Biasa LSM LAMBA-RI :

1. PenyelenggaraKongres Luar Biasa LSM LAMBA-RI Di Dasarkan Atas Permintaan Secara Tertulis 2/3 (Dua Pertiga) Dari Jumlah Kabupaten/Kota madya Yang Disampaikan Kepada Dewan Pertimbangan Pusat Dengan Alas An Serta Penjelasan Yang Jelas.

2. Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Diangkat Dan Ditetapkan OlehDewan Pertimbangan  PusatSetelah Mendengar Saran Dan PenjelasanDari Dewan Pimpinan Propinsi.

3. Keputusan Kongres Luar Biasa Harus Dilaporkan Dan Di PertanggungJawabkan Pada Kongres Berikutnya.

BAB V

DEWAN PERTIMBANGAN(PENASIHAT)

PASAL 9

DEWAN PERTIMBANGAN (PENASIHAT)

1. Dewan Pertimbangan Ada Di Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota Madya, Kecamatan, Kelurahan/Desa.

2. Anggota Dewan Pertimbangan (Penasihat) Berjumlah 3-9 Orang.

3. Tugas Dewan Pertimbangan (Penasihat) :

A. Memberikan Pertimbangan Kepada Dewan Pimpinan Di Setiap Tingkatannya.

B. Memberikan Nasihat, Teguran Kepada Dewan Pimpinar/Anggota Di Setiap Tingkatan.

C. Menampung Aspirasi Penyelenggaran Kongres Luar BiasaDan Menetapkan Bersama-Sama Dewan Pimpinan DiTingkat Masing-Masing Untuk Penyelenggaraannya.

BAB VI

KEPENGURUSAN

PASAL IO

1. Dewan Pimpinan Pusat LSM LAMBA-RI Adalah Pemegang KekuasaanEksekutif Tertinggi Organisasi.

2. Dewan Pimpinan Pusat LSM LAMBA-RI Mempunyai Tanggung JawabKolektif Bertindak Kedalam Dan Keluar Atas Nama Organisasi.

3. Dewan Pimpinan Pusat LSM LAMBA-RI Menetapkan PeraturanOrganisasi Sebagai Penjabaran Dari Konstitusi Dan Ketetapan KongresDalam Bentuk Petunjuk Teknis Yang Dibutuhkan Untuk Kelancaran Keberhasilan Tugas LSM LAMBA-RI.

4. Tugas DewanPimpinan Pusat LSM LAMBA-RI :

A. Memimpin DanMembina Organimsi Dari Tingkat PusatSampai Ke Tingkat Kelurahan/Desa.

B. Mengelola Adrninistrasi Dan Keuangan Organisasi.

C. Melaksanakan Dan Memberi Arahan Kebijakan OrganisasiSebagaimana Yang Ditetapkan Atau Diputuskan Oleh Kongres, Mukernas Dan Rapimnas.

D. Memberikan Birnbingan, Pengawasan, Dan Arahan KepadaDewanPimpinan Propirsi Sampi Kebawah Serta Badan-Badan Dan Petugas Organisasi Di Lembaga Psrwakilan Dan Lernbag Lainnya.

E. Melaksanakan Konsolidasi Dan Pendidikan Kader.

F. Melantik Dan Mengesahkan Dewan Pirnpinan Propinsi Dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Madya.

5. Dewan Pimpinan Pusat LSM LAMBA-RI Merupakan Tempat Bertanggung Jawab Dari Petugas Organisasi Di Lernbaga Perwakilan Dan Lembaga Lainnya Di Tingkat Pusat.

PASAL11

DEWAN PIMPINAN PROPINSI

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA MADYA

1. Dewan Pimpinan Propinsi Dan Denan Pimpinan Kabupaten/Kota Madya LSM LAMBA-RI Adalah Pemegang Kekuasaan Eksekutif Organisasi Di Tingkat Propinsi Dan Tingkat Kabupaten/Kota Madya.

2. Tugas Dewan Pimpinan Propinsi Dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Madya LSM LAMBA-RI:

A. Melaksanakan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Di Daerah.

B. Melaksanakan Kebijakan Organisasi Di Daerah.

C. Melaksanakan Koordinasi Bimbingan Dan Pengawasan Kepada Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Madya DanPimpinan Kecamaan Serta Petugas Orgnisasi Di Lembaga Perwakilan Dan Lembaga Lainnya.

D. Melaksanakan Konsolidasi Organisasi Dan Pendidikan KaderDi Daerah.

3. Dewan Pimpinan Propinsi Dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Madya LSM LAMBA-RI Merupakan Ternpat Bertanggung Jawab Bagi Petugas Organisasi Di Lembaga Perwakilan Dan Lenbaga Lainnya Di Tingkat Daerah Yang Bersangkutan.

4. Dewan Pimpinan Propinsi LSM LAMBA-RI Mengesahkan/Melantik Pimpinan Kecamatan Atas Usulan Pimpinan Kabupatan.

5. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Madya LSM LAMBA-RI Mengesahkan/Melantik Ptimpinan Kelurahan Atas Usulan Pimpinan Kecamatan.

Pimpinan Kecamatan Dan Pimpinan Kelurahan/Desa

1. Pimpinan Kecamatan Dan Pimpinan Kelurahan/Desa LSM LAMBA-RIAdalah Pemegang Kekuasaan Eksekutif Organisasi Di Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan/Desa.

2. Tugas Pimpinan Kecamatan Dan Pimpinan Kelurahan/Desa LSM LAMBA-RI :

a. Melaksanakan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Di TingkatKecamatan Dan Kelurahan/Desa.

b. Melaksanakan Bimbingan Dan Araahan Kepada PirnpinanKelurahan/Desa Dan Kelompok Penggerak Anggota.

c. Melaksanakan Konsolidasi Organisai Di Tingkat KecamatanDan Kelurahan/Desa.

d. Memberikan Laporan Kegiatan Dan Pelaksanaan TugasOrganisai Kepada Pimpinan Setingkat Diatasnya.

BAB VII

HUBUNGAN DAN MEKANISME KERJA

PASAL 12

DEWAN PIMPINAN PUSAT, DEWAN PIMPINAN PROPINSI, DEWAN

PIMPINAN KABUPATEN/KOTA MADYA, DEWAN PIMPINAN

KECAMATAN DAN DEWAN PIMPINAN KELURAHAN/DESA.

1. Dewan Pimpinan Pusat LSM LAMBA-RI Merupakan Pimpinan Eksekutif Tertinggi Organisasi.

2. Dewan Pimpinan Propinsi Sebagai Kordinator Dari Pelaksanaan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Dan Daerah.
3. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Madya Sebagai Penyelenggara Kegiatan Oprasional Di Tingkat Kabupaten/Kota Madya.
4. Pirnpinan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Kegiatan Oprasional Kecamatan.
5. Pimpinan Kelurahan/Desa Sebagai Penggerak Kegiatan Oprasional.
6. Antara Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan, Propinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Madya, Pimpinan Kecamataru Dan Pimpinan Kelurahan/Desa Adalah Merupakan Satu Kesatuan Dengan Firngsi, Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Berbeda Sesuai Dengan Tingkatan Masing-Masing.

PASAL 13

DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT

Dewan Pertimbangan Pusat Mempunyai Tanggung Jawab Rnemberikan Nasihat Dan Pendapat Secara Berkala Rnaupun Secara Insidentil Sesuai Dengan Kondisi Kepada Dewan Pimpinan Pusat Baik Yang Diminta Maupun Yang Tidak Diminta Memberikan Nasihat Dan Pendapat Tentang Berbagai Masalah.
BAB VIII

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN

ORGANISASI POLITIK 

PASAL 14

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN

ORGANISASI POLITIK

Hubungan Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Organisasi Politik

LSM LAMBA-RI Baik Secara Strategis Maupun Secara Taktis Dapat Menjalankan Hubungan Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Organisasi Profesi Sesuai Dengan Asas Keterbukaan Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Pancasila Dan Undang Undang Dasar 1945 Serta Tujuan Dan Konstitui LSM LAMBA-RI.

BAB IX

PERSYARATAN PIMPINAN

PASAL 15

PERSYARATAN PIMPINAN

Untuk Menjadi Pimpinan LSM LAMBA-RI Di Semua Tingkan Harus Memperhatikan Persyaratan Sebagai Berikut :

a. Taat Kepada Tuhan Yang Maha Esa Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Yang Di Yakininnya

b. Mendapat Dukungan Aspirasi Anggota.

c. Mernprnyai Kualitas Kemampuan Memimpin Dan Membina.

d. Mempunyai Dedikasi/Pengabdian Yang Tinggi Kepada Organisasi.

e. Jujur, Terbuka, Demokratis Dan Ikhlas Beramal.

f. Memiliki Moral Dan Integritas Yang Tinggi.

g. Memiliki Wawasm Kedepan.

h. Mempunyai Jiwa Persatuan Dan Kesatuan.
i. Mempunyai Loyalitas Dan Kesetia Kawanan.

j. Mempunyai Pengalaman Memimpin Organisasi.

BAB X

KONSTITUSI

PASAL 16

1. LSM LAMBA-Rl Memiliki Peraturan Dengan Urutan Kewenangan Yang Tidak Saling Bertentangan, Serta Saling Menguatkan. Sebagai Berikut :

a. Anggaran Dasar/Angggran Rumah Tangga.

b. Ketetapan Kongres.

c. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional.

d. Keputusan rapat Pimpinan Nasional.

e. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

f. KeputusanMusyawarah Kerja Daerah-Tingkat Propinsi.

g. Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi.

h. KeputusanMusyawarah Kerja Tingkat Kabupaten/Kota Madya.
i. Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Madya.

j. Keputusan Musyawarah Kecamatan.
k. Keputusan Pimpinan Kecamatan.

l. Keputusair Musyawarah Kelurahan/Desa.

m. Keputusan Pimpinan.Kelurahan/Desa.

2. Keputusan Dan Peraturan Yang Lebih Rendah Tidak Boleh Bertentangan Dengan Keputusan Dan Peraturan Yang Lebih Tinggi.

BAB XI

PENGATURAN HARTA KEKAYAAN DAN KEUANGAN

PASAL I7

PENGATURAN HARTA KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pengaturan Harta Kekayaan Dan Keuangan LSM LAMBA-RI Mempurnyai Sistem Yang Diatur Sebagai Berikut :

1. Harta Kekayaan Dan Keuangan Organisasi Harus Di Pertanggung Jawabkan Oleh Dewan Pimpinan Organisasi Sesuai Dengan Tingkatannya.

2. Harta Kekayaan Dan Keuangan Organisasi Harus Di Serah Terimakan Dengan Berita Acara Dari Pimpinan Lama Kepada Pimpinan Yang Baru, Setelah Di Pertanggung Jawabkan Di Forum Musyawarah Organisasi Sesuai Dengan Tingkatannya.

Ditetapkan Di :TanjungMorawa

Pada Tanggal :28Januari2012

Pendiri

LSM LAMBA.RI


